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KATA PENGANTAR

Program Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tahun 2019
yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, bertujuan untuk
mendukung pencapaian Misi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan  Pelaku
Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses
yang Meluas dan Merata; (3) Mewujudkan Pembelajaran yang
Bermutu; (4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan
Pengembangan Bahasa; dan (5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta
Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Program Kerja ini mengakomodir amanat dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang meliputi: Capaian indikator
kinerja, isu-isu strategis, sasaran strategis, strategi pembiayaan, sasaran prioritas
nasional, sasaran prioritas Kementerian Lembaga, dan rencana anggaran tahun serta
uraian setiap keluaran (output) yang terdapat pada Direktorat Pembinaan Sekolah
Dasar.

Program Kerja ini menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja penyelenggara
pembangunan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar di pusat dan menjadi
acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan
sekolah dasar di daerah dalam melaksanakan program serta mengevaluasi hasil
kinerjanya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi
pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional,
dan global. Mengacu pada Visi Pendidikan Nasional 2025, yaitu "Menghasilkan
Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif” atau Insan Kamil/Paripurna, maka tema
pembangunan pendidikan periode 2015-2019 difokuskan pada peningkatkan
kualitas pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia
Indonesia yang unggul dan kompetitif di tingkat regional.

Strategi dan kebijakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut
diwujudkan dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan
Kebudayaan Tahun 2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis
kondisi pendidikan nasional yang tertuang dalam Renstra Pendidikan &
Kebudayaan Tahun 2014-2019, telah ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yaitu: “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan
Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan Visi Kemdikbud tersebut, maka disusun Indikator Kegiatan Utama
(IKU) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019,
Target Kinerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SD Tahun 2014-2019. Dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pembangunan pendidikan , Direktorat Pembinaan SD
selalu mengacu pada usaha untuk mencapai Target Kinerja Pembangunan
Pendidikan SD dan meningkatkan kinerja melalui pencapaian target IKK
Direktorat Pembinaan SD.

Program Kerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2019 ini memberikan gambaran
tentang deskripsi program-program pembangunan pendidikan SD dalam usaha
untuk mencapai Target Kinerja Pembangunan Pendidikan SD dan target IKK
Direktorat Pembinaan SD.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Buku Program Kerja Direktorat Pembinaan SD
ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
penyelengaraan pendidikan;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—
2019;

Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan  Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan
Pendidikan Karakter;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014—2019;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013
tentang Pendidikan Menengah Universal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Renstra Kemdikbud Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun
2015-2019;

Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tahun 2015-2019;
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan SD nomor SP DIPA-
023.03.1.419514 /2018 tanggal 7 Desember 2018.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka mencapai target program prioritas bidang pendidikan yang
ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SD menyesuaikan struktur organisasi
dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk
mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah
struktur organisasi dan anggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari
Direktorat Pembinaan SD berdasarkan Peraturan Meneteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 408 bagian keenam.
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Secara umum, tugas dari Direktorat Pembinaan SD adalah melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah
dasar. Dalam melaksankan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 368
Bagian ke empat, Direktorat Pembinaan SD menyelengarakan fungsinya sebagai
berikut:

a.

b.

j.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana
dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;

Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan
prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;

Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar;
Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah dasar;

Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah dasar
yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;

Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dasar;

Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola
sekolah dasar;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta
didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;
Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana
dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar; dan

Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Secara organisasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas 4 (empat) sub
direktorat, 8 (delapan) seksi dan dan 1 (satu) sub bagian. Rincian detail
organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

i.

ii.

Subdit Program dan Evaluasi

Subdit Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran,
kerja sama, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta
laporan Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub
Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan
penyusunan program, kegiatan dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi
pendanaan sekolah dasar.

b. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan
fasilitasi pendanaan sekolah dasar, penyiapan bahan koordinasi
pelaksanaan Kkerja sama di bidang pembinaan sekolah dasar, dan
penyusunan laporan Direktorat.

Subdit Kurikulum

Subdit Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang
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kurikulum sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Sub Direktorat Kurikulum terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan
laporan di bidang pembelajaran sekolah dasar.

b. Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang
penilaian sekolah dasar.

iii. Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma,
standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, pertimbangan
pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan
perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang
diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia,
serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang
tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana
terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, supervisi, dan pertimbangan pemberian izin
penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara
asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh
lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan
mutu, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola sekolah dasar.

b. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,
kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan fasilitasi sarana prasarana dan
penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana
sekolah dasar.

iv.Subdit Peserta Didik
Subdit Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi dibidang peserta didik sekolah dasar. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Direktorat Kelembagaan dan
Peserta Didik terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, Kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat dan
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prestasi peserta didik sekolah dasar.

b. Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, Kriteria,
bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan
kualitas pendidikan karakter dan kepribadian peserta didik sekolah dasar.

v. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan urusan persuratan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, dan
kerumahtanggaan Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SD

DIREKTUR PEMBINAAN SD
Dr. H. Khamim, M.Pd.

» ’ KASUBAG TATA USAHA
4 Andi Zainuddin, M.Pd.

KASUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARPRAS

KASUBDIT KURIKULUM

R iy

Ir. Eko Warisdiono, M.M.

Drs. Setiawan Witaradya, M.A.

Q KEPALA SEKS! KEPRIBADIAN
Arwan Syarief, S.T., MA. Drs. Supriyatna, M.M.

Dr. Susanti Sufyadi, MA.

KEPALA SEKSI PENILAIAN

Drs. Abdul Mukti, M.Ed.

D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pembinaan
SD diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tabel 1.1
berikut disajikan capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Pembinaan
Sekolah Dasar Tahun 2015-2019.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Kegitan (IKK) 2015-2019

2003 Pembinaan Sekolah Dasar

[l il e el S 2015 | 3144 2.015 | 1141 200 200 2015 | 315 | 2015

[KK.4.2003.1.1 .
yang dibangun

IKK.4.2003.1.2 |umlah Sekolah SD yang 15 17 15 24 10 11 15 16 20 8
dibangun

TR AR | e et g ) 4260 | 10148 | 5875 | 4841 | 14518| 16.002 6.000 | 8427 | 5875
yang direhabilitasi

[KK.4.2003.1.4 | Jumlah SD yang direnovasi - - 129 245 84 101 30 271 30 115

Jumlah Siswa SD yang
[KK.4.2003.1.5 | mendapatkan beasiswa 487 808 531 | 1.870 2.500 1.737 2.500 2.090 2.500 1.800
bakat dan berprestasi
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IKK.4.2003.1.6

Jumlah Siswa SD yang
mengikuti lomba, festival,
dan olimpiade

2.174

1.595

670

2.917

1.546

1.546

1.546

4.481

1.546

4.083

IKK.4.2003.1.7

Jumlah
perpustakaan/Pusat
Sumber Belajar (PSB) SD
yang dibangun

1.220

1.452

1.220

621

390

390

390

2.086

390

IKK.4.2003.1.8

Jumlah Sekolah SD yang
melaksanakan penguatan
pendidikan karakter

9.698

10.192

12.750

4.029

2.056

1.542

2.056

1,752

2.056

1.752

IKK.4.2003.1.9

Jumlah Siswa yang
mendapatkan penguatan
pendidikan karakter

32.896

38.242

32.896

27.264

32.896

27.264

1KK.4.2003.1.10

Jumlah SD yang
mendapatkan pembinaan
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)

34.192

27.540

34.192

28.030

514

543

514

IKK.4.2003.1.11

Jumlah SD yang
menerapkan proses
pembelajaran dan
penilaian sesuai
kurikulum yang
berlaku

8.880

58.848

31.526

37.034

52.437

51.527

54.061

148.56
3

148.05

2,040

1KK.4.2003.1.12

Jumlah SD yang
mendapatkan bantuan
peralatan pendidikan

2.292

2.286

4.000

3.360

3.446

4.191

486

3.655

486

3.681

IKK.4.2003.1.13

Jumlah SD yang
mendapatkan pembinaan
akreditasi

2.085

1.491

5.576

1,491

4.737

4.906

6.215

1KK.4.2003.1.14

Kegiatan yang mendapat
dukungan manajemen
dan layanan teknis SD

14

19

14

12

516

12

516

IKK.4.2003.1.15

Program UKS dan Sanitasi
Sekolah (jumlah sekolah
yang melaksanakan UK
dan Sanitasi Sekolah)

315

315

550

550

550

1KK.4.2003.2.1

Jumlah Siswa SD
penerima bantuan melalui
KIP

10.685.
614

10.824.66
2

10.685.
614

10.927.
652

10.360.
614

10.362.74
6

10.360.61
4

103.79.
253

10.360.
614

10.360.61
4

1KK.4.2003.2.2

Jumlah Siswa SD yang
mendapatkan Program
Gizi Anak Sekolah

38.448

38457

100.000

100.000

100.000

100.136

100.000

100.620

E. ISUISU STRATEGIS

Sejumlah isu dalam membangun pendidikan SD yang perlu mendapat perhatian
akan diuraikan pada bagian berikut ini.

i. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan SD yang berkualitas
belum maksimal
Meskipun capaian APK SD pada tahun 2017 telah di atas 100%, masih ada
permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi.
Dari sisi spasial terdapat kabupaten dan kota masih memiliki APK SD di
bawah 95%.
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Capaian APK
Indikator
2015 2016 2017 2018
Angka Partisipasi Kasar 108 % 106,44% | 105,89% -
(APK) SD/MlI/sederajat

Sumber:
APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM Termasuk Madrasah dan sederajat. Pusat dan Data
Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud

Selain indiator APK, pemenuhan hak terhadap terhadap pelayanan
pendidikan SD yang berkualitas ditandai dengan terpenuhinya rasio ruang
kelas dan siswa, yaitu 1 ruang kelas seharusnya hanya untuk maksimal 32
siswa serta jumlah rombongan belajar seharusnya sama dengan jumlah ruang
kelas yang tersedia. Keadaan tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah
rombongan belajar di SD masih tinggi gap nya dengan jumlah ruang kelas
yang tersedia, sehingga diperlukan pembangunan ruang kelas baru
sebagaimana terlihat pada gambar 1.1.

1.115.194

Kekurangan
ruang kelas SD = 43.058 ruang

1.072.136

Jumlah Rombel Jumlah Ruang Kelas

Gambar 1.1
Perbandingan Jumlah Rombel dan Jumlah Ruang Kelas SD

Sumber:

Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Pusat dan Data Statistik Pendidikan
dan Kebudayaan, Kemdikbud

ii. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan
proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi
mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak
berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan
daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai
hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa
justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum
menggembirakan.

Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara
maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi
catatan dalam pembenahan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai Siswa
Indonesia dalam PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study),
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2006-2011 menunjukkan bahwa hasil berada di bawah rata-rata
Internasional sebagaimana ditunjukkan gambar 1.2.

600 >
Rata-rata Nilai
500 428 Internasional
405
400
300 7 m 2006 m2011
200 -
100 -
0 -

MEMBACA

Gambar 1.2 Nilai Siswa Indonesia dalam PIRLS 2006-2011

Sementara itu, nilai Siswa Indonesia dalam TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study),1999- 2011 ditunjukkan oleh gambar 1.3.

600 - >
Rata-rata Nilai
500 - Internasional

435
403 411 397 4o 420 427 406

400 -

300 ~

200 ~

100

0 -

Matematika Sains

m 1999 m2003 = 2007 m2011

Gambar 1.3 Nilai Siswa Indonesia dalam TIMSS 1999-2011

Dalam hal kemahiran membaca, Indonesia mendapat nilai rata-rata PISA
Tahun 2012 sebesar 396. Posisi Indonesia masih di bawah nilai rata-rata
Malaysia (398) dan Thailand (441) sebagaimana tergambar pada Tabel 1
berikut.

Tabel 1 Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012

Japan 538 | (34) | 511 35 |501 | (@35 |520 |(32) |538 (3,4)
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Korea 461 (21,9) | 474 (21,5) | 560 (3.2) 540 (2,9) | 461 (21,9)
Indonesia | 373 (34) | 390 (4.4) 396 (5.8) 402 (3,1) | 396 (3.7)
Malaysia | m m m m m m 412 (3,6) | 398 (2,9
Singapore | m m m m m m 529 (1,1) | 542 (1,2)
Thailand | 444 | (2,7) | 434 (34) | 428 (24) | 424 | (21) | 441 (2,5)

Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran
di Indonesia. Salah satu faktor tersebut adalah rendahnya jaminan kualitas
pelayanan pendidikan.

Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM
pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah.
Sementara itu dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa
setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM sekurang-kurangnya dalam
waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. Selain itu belum tersedianya
SPM pendidikan menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan
dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.

Sampai dengan tahun 2017 sebanyak 80 % SD/MI terakreditasi minimal B
sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Capaian
Indikator
2015 2016 2017 2018
Persentase SD/MI berakreditasi 68,78% 77% 80% =
minimal B

Sumber: Badan Pusat Statistik Pendidikan
(https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/29/1500/)

Hal itu menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan SD masih rendah.
Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan SD berkaitan dengan
terbatasnya pemahaman sekolah akan kewajiban untuk memenuhi Standar
Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, peningkatan mutu layanan
pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu
pendidikan sehingga mutu pembelajaran sering tidak tepat sasaran dan tidak
sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Belum seluruh SD berakreditasi minimal B sebagamana dijelaskan di atas,
disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah ketersediaan dan kondisi
prasarana penunjang belajar. Sampai dengan tahun 2017, belum seluruh SD
memiliki ruang perpustakaan. Dari 148.244 SD yang ada di Indonesia, 53.694
SD (36,3%) belum memiliki perpustakaan.
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Belum
memiliki

ruang
perpustakaan
(36,3%)

Memiliki
ruang
perpustakaan
(63,7%)

Gambar 1.4 Ketersediaan Ruang Perpustakaan di SD

Sumber:
Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Pusat dan Data Statistik Pendidikan dan
Kebudayaan, Kemdikbud

Selain kebutuhan ruang perpustakaan, kondisi ruang kelas SD pun
memerlukan perhatian untuk direhabilitasi. Sampai tahun 2017 kondisi ruang
kelas SD hanya 26% yang baik, selebihnya mengalami kerusakan ringan
(56%), rusak sedang (8%), rusak berat (6%), dan rusak total 4% sebagaimana
ditunjukkan oleh gambar 1.5.

Rusak Berat
Rusak Total " Rusak Sedang
(4 8%

4%
Gambar 1.5 Kondisi Ruang Kelas SD

Sumber:
Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Pusat dan Data Statistik Pendidikan
dan Kebudayaan, Kemdikbud
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BAB II
RENCANA STRATEGIS 2015-2019

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2015-2019

Terdapat 4 (empat) tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pembinaan Sekolah
Dasar Tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan,
Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem
Pendidikan Sekolah Dasar dengan sasaran strategis:

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)
1.1 |Meningkatnya perilaku positif | Rata-rata nilai sikap siswa SD minimal
siswa baik

a. Tujuan Strategis 1 Direktorat Pembinaan SD

Tujuan strategis 1 ini merupakan penjabaran dari apa yang sudah disebut
dalam visi sebagai insan pendidikan, yang akan mendapat perhatian lebih
besar. Penguatan peran dari berbagai insan pendidikan akan menjadi fokus
utama dalam lima tahun ke depan. Hal ini merupakan kelanjutan dan
penyempurnaan dari fokus utama era sebelumnya yang lebih menekankan
kepada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, atau aspek
pelayanan dari negara di bidang pendidikan. Penguatan peran dimaksud
berarti mendorong peran aktif di satu sisi, dan meningkatkan kemampuan
dalam berperan di sisi lainnya.

Siswa yang selama ini lebih diposisikan sebagai objek, akan semakin
dilibatkan menjadi subjek pendidikan. Peningkatan keterlibatan siswa itu
antara lain ditandai oleh meningkatnya perilaku positif siswa.

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada
meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kesolehan dan
moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan
mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan
oleh: penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang
sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi
akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan
desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan
profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Guru sebagai
tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka
ketidakhadiran di kelas dalam lima tahun ke depan.

Penguatan peran orang tua dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan
partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, para orang
tua diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum
dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian
pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan
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peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan
layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal
dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan
untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi
pendukung utama pembangunan pendidikan.

b. Sasaran Strategis 1 Direktorat Pembinaan SD

Sasaran strategis 1 merupakan sasaran yang berorientasi pada penguatan
siswa SD dari sikap. Terwujudnya tujuan strategis 1 dapat dilihat dari
tercapainaya sasaran strategis 1. Pencapaian sasaran strategis diukur
dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategis, yang merupakan tolok
ukur keberhasilan tujuan strategis. Disamping itu, sasaran strategis 1 juga
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya
sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda
prioritas pembangunan, (a) Nawacita 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia; dan (b) Nawacita 8 yaitu melakukan
revolusi karakter bangsa.

2. Tujuan Strategis 2: Peningkatan Askes Pendidikan Sekolah Dasar dengan
sasaran strategis:

21 Meningkatnya angka APK SD/SDLB/Paket A sekurang-
' partisipasi penduduk kurangnya 100,55%
usia pendidikan APM SD/SDLB sekurang-kurangnya
sekolah dasar 85,20%

Rasio APK SD/SDLB antara 20% penduduk
termiskin dan 20% penduduk terkaya
sebesar 0.98

a. Tujuan Strategis 2 Direktorat Pembinaan SD
Pada tujuan strategis 2, peningkatan akses pendidikan SD telah
dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan
lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan
tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota.

Meskipun wupaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah
dilaksanakan dan tuntas bagi 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan
kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan SD
dimaksudkan untuk mendukung program wajib belajar dua belas tahun
merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015—2019. Seiring dengan hal
ini, fokus peningkatan akses SD merupakan bagian dari peningkatan akses
pendidikan dasar pada sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk
menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.
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b. Sasaran Strategis 2 Direktorat Pembinaan SD
Terwujudnya tujuan strategis 2 dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis
2, yaitu. APK SD/SDLB/Paket A sekurang- kurangnya 100,55% dan APM
SD/SDLB sekurang-kurangnya 95%.

Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian
indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan
Tujuan Strategis 2. Disamping itu, sasaran strategis 2 juga mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok
pembangunan pendidikan terkait rata-rata lama sekolah. Selanjutnya sasaran
strategis 2 mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima
(Nawacita 5): Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
indonesia, melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan
sasaran diantaranya, (a) meningkatnya angka partisipasi dasar; (b)
menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat
terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-
laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta
antardaerah.

Selanjutnya sasaran strategis 2 difokuskan pada peningkatan partisipasi
pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui
Kartu Indonesia Pintar (KIP).

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran
di Sekolah Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
dengan sasaran strategis:

Kode ey m Gl Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)
3.1 | Meningkatnya mutu Persentase SD yang memenuhi SPM
layanan dan lulusan sebanyak 61%
pendidikan sekolah Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB
dasar minimal 6.5

a. Tujuan Strategis 3 Direktorat Pembinaan SD

Pada tujuan strategis 3, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran
pendidikan SD dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan
karakter siswa. Peningkatan mutu pendidikan SD didukung oleh semakin
banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong
kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis.
Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes
nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa
Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes
yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan
kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam
rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan SD berkaitan erat dengan
pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-
menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013
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diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara
baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah
pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter
dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan
mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan
kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di
kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai
pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang
berdampak pada kesediaan wuntuk membangun harmoni sosial,
menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam
keanekaragaman.

b. Sasaran Strategis 3 Direktorat Pembinaan SD
Sasaran strategis 3 merupakan sasaran yang memfokuskan pada mutu
layanan dan mutu lulusan pendidikan SD. Terwujudnya tujuan strategis 3
dapat dilihat dari tercapainaya sasaran strategis 3, yaitu: (i) Persentase SD
berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%; (ii)
Persentase SD yang memenuhi SPM sebanyak 61%; dan (iii) Rata-rata nilai
ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5

Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut diukur dari tingkat
pencapaian indikator sasaran strategisnya yang merupakan tolok ukur
keberhasilan tujuan strategis 3. Selanjutnya sasaran strategis 3 juga
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran
pokok pembangunan pendidikan terkait akreditasi satuan pendidikan SD.
Sasaran strategis 3 mencakup pula partisipasi pemerintah kabupaten dan
kota dalam pencapaian mutu layanan (a) pendidikan SD melalui kewajiban
pemenuhan SPM pendidikan dasar. Sasaran strategis 3 ini mendukung
pencapaian sasaran Program Indonesia Pintar (Nawacita 5) terkait sasaran
meningkat dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan
dan Akuntabel dengan sasaran strategis:

Indikator Kinerja Sasaran

Kode Sasaran Strategis Strategis (IKSS)

4.1 | Meningkatkan akuntabilitas Skor LAKIP minimal sebesar 80
kinerja Direktorat Pembinaan SD

a. Tujuan Strategis 4 Direktorat Pembinaan SD
Pada tujuan strategis 4, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan kinerja Direktorat Pembinaan SD bertujuan untuk menjaga agar, (i)
mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian
akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik),
yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan
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pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi
dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan
difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud
yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata
kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek
pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar
penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu.
Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM
pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin
berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu Kemendikbud
perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan
di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN
yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu
Indonesia Pintar (KIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui
DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak semata-
mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.

B. INDIKATOR
Sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan misi tersebut, maka Direktorat
Pembinaan Sekolah Dasar menetapkan pentahapan untuk mencapai misi
tersebut melalui target kinerja. Berikut ini adalah target kinerja Direktorat
Pembinaan Sekolah Dasar  yang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran
Kegiatan (SK) nya diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK), sebagai berikut.

Tabel 2.1. Sasaran Keiiatan iSKi dan Indikator Kineri'a Keiitan iIKKi

2003 PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

IKK.3.2003.1.1 [JUMLAH RUANG KELAS SD YANG RUANG 2,015 2,015 200 2,015 2,015
DIBANGUN

1KK.3.2003.1.2 [JUMLAH SD YANG DIBANGUN SD 15 15 10 15 20

IKK.3.2003.1.3 [JUMLAH RUANG KELAS SD YANG RUANG 4,260 5,875 14,518 6,000 6,000
DIREHABILITASI

1KK.3.2003.1.4 [JUMLAH SD YANG DIRENOVASI SD - 129 84 30 30

IKK.3.2003.1.5 [JUMLAH SISWA SD YANG MENDAPATKAN SISWA 487 531 2,500 2,500 2,500
BEASISWA BAKAT DAN BERPRESTASI

IKK.3.2003.1.6 [JUMLAH SISWA SD YANG MENGIKUTI SISWA 2,174 670 1,546 1,546 1,546
LOMBA, FESTIVAL DAN OLIMPIADE

IKK.3.2003.1.7 |JUMLAH PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER RUANG 1,220 1,220 390 390 390
BELAJAR (PSB) SD YANG DIBANGUN

IKK.3.2003.1.8 [JUMLAH SD YANG MELAKSANAKAN SD 9,698 12,750 2,056 2,056 2,056
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

IKK.3.2003.1.9 [JUMLAH SISWA SD YANG MENDAPATKAN SISWA - - 32,896 32,896 32,896
PENDIDIKAN KARAKTER

IKK.3.2003.1.10 [JUMLAH SD YANG MENDAPATKAN sD 34,192 34,192 514 514 514

PEMBINAAN MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH (MBS)

1KK.3.2003.1.11 [JUMLAH SD YANG MENERAPKAN PROSES sD 8,880 31,526 52,437 54,061 148,053
PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN SESUAI
KURIKULUM YANG BERLAKU

IKK.3.2003.1.12 [JUMLAH SD YANG MENDAPATKAN sD 2,292 4,000 3,446 486 486
BANTUAN PERALATAN PENDIDIKAN

IKK.3.2003.1.13 [JUMLAH SD YANG MENDAPAT PEMBINAAN SD 2,085 5,576 514 514 514
AKREDITASI

IKK.3.2003.1.14 [KEGIATAN YANG MENDAPAT DUKUNGAN KEGIATAN 14 14 516 516 516
MANAJEMEN DAN LAYANAN TEKNIS SD

IKK.3.2003.1.15 [PROGRAM UKS DAN SANITASI SEKOLAH sD - - 315 550 550

(JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN
UK DAN SANITASI SEKOLAH)

IKK.3.2003.2.1 [JUMLAH SISWA SD PENERIMA BANTUAN SISWA 10,685,614 | 10,685,614 | 10,360,614 | 10,360,614 | 10,360,614
MELALUI KIP
IKK.3.2003.2.2 [JUMLAH SISWA SD YANG MENDAPATKAN SISWA - 38,448 100,000 100,000 100,000

PROGRAM GIZI ANAK SEKOLAH
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C. STRATEGI PEMBIAYAAN

Kerangka pembiayaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan
perundang- undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan
keuangan negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pendidikan, sedangkan yang mengatur cukup
terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang
pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014

tersebut dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu kewenangan tingkat
pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota. Adapun substansi kewenangannya mencakup bidang

manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan,
perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai
kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada
Tabel 10 berikut.

Tabel 2.2 Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang yang Dikelola

PEMERINTAH/ PEMERINTAH PEMERINTAH
No | KEWENANGAN KEMENDIKBUD PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
a. Penetapan a. Pengelolaan a. Pengelolaan
standar pendidikan pendidikan dasar
. nasional menengah b. Pengelolaan PAUD
1 |Manajemen pendidikan b. Pengelolaan dan pendidikan
Pendidikan b. Pengelolaan pendidikan khusus nonformal
pendidikan
tinggi
Penetapan Penetapan kurikulum | Penetapan kurikulum
kurikulum muatan lokal muatan lokal
nasional pendidikan pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan PAUD, dan pendidikan
2  |Kurikulum menengah, muatan lokal nonformal
pendidikan pendidikan khusus
dasar, PAUD,
dan pendidikan
nonformal
Akreditasi --- ---
perguruan
tinggi,
pendidikan
3 |AKkreditasi menengah,
pendidikan
dasar, PAUD,
dan pendidikan
nonformal
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PEMERINTAH/ PEMERINTAH PEMERINTAH
No | KEWENANGAN KEMENDIKBUD PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
a. Pengendalian Pemindahan Pemindahan pendidik
formasi pendidik dan tenaga | dantenaga
pendidik, kependidikan lintas kependidikan dalam
pemindahan daerah kabupaten/ daerah kab/kota
pendidik, dan | kota dalam 1 (satu)
Pendidik dan pengembangan | daerah provinsi
4 |Tenaga karier pendidik
Kependidikan |b- Pemindahan
pendidik dan
tenaga
kependidikan
lintas daerah
provinsi
a. Penerbitanizin | a. Penerbitan izin a. Penerbitan izin
perguruan pendidikan pendidikan dasar
tinggi swasta menengah yang yang
yang diselenggarakan diselenggarakan
o diselenggaraka oleh masyarakat oleh masyarakat
g |Perizinan n oleh b. Penerbitan izin b. Penerbitan izin
Pendidikan masyarakat pendidikan khusus PAUD dan
b. Penerbitan yang pendidikan
izin diselenggarakan nonformal yang
penyelengga oleh masyarakat diselenggarakan
raan satuan oleh masyarakat

Pelaksanaan UU dan PP tersebut di atas mengacu pada prinsip-prinsip yaitu
sebagai berikut.

1. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang- undang dasar tersebut
Undang-Undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai
peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan
sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan prinsip keadilan,
berkesinambungan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi antara pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 11 menunjukkan
pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
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pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar dan

menengah.

Tabel 2.3 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah

Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Biaya Investasi Lahan Pendidikan

a. [Sekolah Standar Nasional

Pemerintah/Pemda

b. [Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masyarakat
2. |Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
a. [Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda | Pemerintah/Pemda
b. [Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/ Mas;;;rakat
I Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan
1. [Biaya Investasi Lahan Pemerintah/Pemda
2. |Biaya Investasi Selain Lahan Pemerintah/Pemda
III |Biaya Operasi Satuan Pendidikan
1. |Biaya Personalia
a. [Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda

Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal

Pemerintah/Pemda/Masyarakat

Biaya Nonpersonalia

a. [Sekolah Standar Nasional

Pemerintah/Pemda

InA

Pemerintah/Pemda

b. [Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masyarakat

v [Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan
Pendidikan

1. |Biaya Personalia Pemerintah/Pemda

2. [Biaya Nonpersonalia Pemerintah/Pemda

% Bantflan Biaya Pendidikan dan Pemerintah/Pemda
Beasiswa

VI Penda.naan Pendidikan di Luar el
Negeri

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen

pendanaan yang ditanggung oleh

penyelenggara/masyarakat yang

bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada tabel 12.
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Tabel 2.4

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan
Pendidikan yang didirikan Masyarakat

Penanggung Jawab
No Jenis Biaya Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah
I Biaya Investasi Satuan Pendidikan
1. |Biaya Investasi Lahan Pendidikan
a. | Sekolah Standar Nasional Penyelenggara/Satuan Pendidikan
Tambahan sampai menjadi
b Sekolah Berbasis Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang
" [Keunggulan Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda
Lokal
2. |Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
: Penyelenggara/Satuan | Penyelenggara/Satuan
a.| Sekolah Standar Nasional Pendidikan Feing e W ey
Sekolah Berbasis Penyelenggara/Satuan Pfendldlkan/ Orang
b. Keuneeulan Lokal Tua/Masy. di luar
&8 orangtua/Pemerintah/Pemda
II | Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan
1. Biaya Investasi Lahan Penyelenggara/Satuan Pendidikan
2. Fiiya Investasi Selain Penyelenggara/Satuan Pendidikan
III | Biaya Operasi Satuan Pendidikan
1. | Biaya Personalia
a.| Sekolah Standar Nasional Penyelenggara/Satuan Pendidikan
b Sekolah Berbasis Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang
"| Keunggulan Lokal Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah /Pemda
2. | Biaya Nonpersonalia
: Penyelenggara/Satuan
a. | Sekolah Standar Nasional Pemda Pendidikan /Masy
b Sekolah Berbasis Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang
"| Keunggulan Lokal Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda
v Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan
Pendidikan
1. Biaya Personalia Penyelenggara/Satuan Pendidikan
2. Biaya Nonpersonalia Penyelenggara/Satuan Pendidikan
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Penanggung Jawab

No Jenis Biaya Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah
. Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang
\% Bantuan Biaya Tua/Masyarakat di luar orang

Pendidikan dan Beasiswa

tua/Pemerintah/Pemda

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan,
pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua
dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab pendanaan tersebut meliputi: (i)
pendanaan biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi
selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk
menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara
dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun
nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang
disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan
biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi
kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau
satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan
dan/atau sebagian biaya operasi  pendidikan tambahan yang diperlukan
untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar
penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta
peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat diberikan secara sukarela,
dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku
kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh
akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala
nasional dan kemudian dilaporan kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
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BAB III
PROGRAM KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SD
TAHUN 2019

A. SASARAN PRIORITAS NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2019 menyebutkan bahwa pembangunan tahun 2019 mengusung
tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pemerintah
menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; tingkat kemiskinan 8,5-9,5
persen; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia 71, 89; dan tingkat
pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP
2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah,
swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam RKP 2019, pemerintah
mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas yang direncanakan
hingga tingkat proyek (“satuan 3”) dengan lokasinya (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Untuk kebijakan 5 Prioritas Nasional terdiri dari 1) Pembangunan manusia
melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. 2)
Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan
kemaritiman. 3) Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. 4)
Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air. 5) Stabilitas
keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas Nasional Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar meliputi: (1) Percepatan Pengurangan Kemiskinan;
(2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (3) Pemerataan
Layanan Pendidikan Berkualitas; (4) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap
Perumahan dan Permukiman Layak; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Layanan
Dasar.

Dari 5 (lima) sasaran prioritas tersebut, terdapat sasaran prioritas yang terkait
dengan pendidikan, yaitu “ Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas”,
penyediaan afirmasi pendidikan.

Agar penyusunan RKP 2019 hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2019
dapat berjalan efektif, ada tiga langkah sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran yang perlu dilakukan. Pertama, melanjutkan implementasi prinsip
money follows program. Caranya, dengan mengintegrasikan sumber pendanaan
untuk pencapaian sasaran pembangunan, termasuk pendanaan dari Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran
Pemerintah (PINA), menyusun proyek prioritas nasional hingga satuan tiga, dan
menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran.
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Kedua, memperkuat koordinasi antar K/L, serta antara pusat dan daerah melalui
integrasi proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan, kesiapan dan
penganggaran proyek prioritas nasional, serta peningkatan koordinasi antara
Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Ketiga, memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan
revisi proyek prioritas nasional, menyempurnakan format RKP, RKA KL, DIPA,
dan melaksanakan data sharing antara Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan, dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk
pengendalian serta monitoring dan evaluasi".

B. SASARAN PRIORITAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dari 5 (lima) sasaran prioritas nasional,
terdapat sasaran prioritas yang terkait dengan pendidikan, yaitu “ Pemerataan
Layanan Pendidikan Berkualitas”,

Membangun pendidikan yang bermutu perlu terus diupayakan untuk melahirkan
sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai bagian dari strategi
pembangunan nasional, pemerataan layanan pendidikan terus diupayakan, yang
diikuti dengan peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan.
Adapun sasaran dan indikator Program Prioritas Pemerataan Layanan
Pendidikan Berkualitas yang terkait dengan Pendidikan Sekolah Dasar adalah
sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Program Prioritas (PP) yang terkait Kemdikbud untuk SD

No Sasaran/Indikator 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM) Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI | 92,82 | 97,19 | 94,03 | 94,78

/Sederajat
2 | Meningkatnya sekolah/madrasah/PAUD, dan PT yang berakreditasi
PersentaseSD/MI/Sederajat yang | 69,6 79,0 81,6 84,2

berakreditasi minimal B (%)

Dalam kerangka Program Prioritas, pemerataan layanan pendidikan yang
bermutu dilakukan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1)
Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata; (2) Penyediaan Afirmasi
Pendidikan; (3) Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan; (4) Peningkatan
Kualitas Pembelajaran dan Akademik, dan (5) Penguatan Literasi untuk
Kesejahteraan.

Sasaran masing-masing Kegiatan Prioritas (KP) dari Program Prioritas (PP)
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas yang terkait dengan Pendidikan
Sekolah Dasar seperti pada Tabel berikut.
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Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas (KP) Kemdikbud untuk SD

b. Tercapainya rata-
rata nilai sikap
siswa minimal
baik

No | Kegiatan Prioritas sosrE il etr Lokasi K/L Pelaksana
dan Target
1 Penyediaan Meningkatkan APK Pendidikan di daerah 3T
Afirmasi Pendidikan
Tercapainya APK Daerah Kemendikbud
SD/MI/ Sederajat di | Afirmasi Kemenag
Daerah 3T sebesar (3T) KESDM
112,83 persen Kemenkominfo
KemenPUPR
PLN
Kemendagri
Pemda
Kemenristekdik
ti
2 Penguatan Meningkatnya PAUD, sekolah/madrasah/ sederajat,
Kelembagaan dan prodi pendidikan tinggi yang terakreditasi
Satuan Pendidikan minimal B
Tercapainya 34 Kemendikbud
SD/MI/Sederajat Provinsi Kemenag
yang terakreditasi KemenPANRB
minimal B sebesar Kemendagri
83,9 persen Kemenristekdik
ti
Pemda
3 Peningkatan Meningkatnya sekolah/madrasah/sederajat yang
Kualitas menerapkan Kurikulum 2013 dan meningkatnya rata-
Pembelajaran dan rata nilai sikap siswa
Akademik
a. Terlaksananya 34 Kemendikbud
penerapan Provinsi Kemenag
Kurikulum 2013 di Kemendagri
sekolah/madrasah Pemda
/sederajat sebesar
100 persen
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT
PEMBINAAN SD TAHUN 2019

Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran dan program Direktorat Pembinaan Sekolah
Dasar tersebut dilaksanakan oleh setiap Subdit dan Subbag sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsinya. Berikut ini adalah deskripsi program-program Direktorat
Pembinaan SD per Subdit maupun per Subbag secara lebih rinci.

A. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran, kerja
sama, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, serta laporan
Direktorat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Subdit Program dan Evaluasi
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 328.280.423.000 untuk melaksanakan
beberapa program/kegiatan pada tahun 2019 ini.

Sesuai mekanisme penganggaran bahwa output kegiatan telah ditetapkan melalui
Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk
Subdirektorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SD sebagai berikut:

KODE JUMLAH
OUTPUT KEGIATAN SASARAN ANGGARAN (RP.)
2003.970 | Layanan Dukungan 3 Layanan 87.039.678.000
Manajemen Satker

2003.020 | Sekolah yang Mendapatkan 3.681SD 241.240.745.000
Peralatan Pendidikan

TOTAL ANGGARAN 328.280.423.000

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Layanan Dukungan Manajemen Satker (2003.970)

Output ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan
penganggaran program Direktorat Pembinaan SD. Proses penyusunan
perencanaan program pembangunan pendidikan SD dilaksanakan lintas
sektoral. Dalam penyusunan perencanaan dan pengganggaran tersebut,
Direktorat Pembinaan SD melakukan beberapa proses tahapan yang harus
berkoordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan Kemdikbud maupun
dengan Instansi/Kementerian lainnya, diantaranya: Bappenas, Kementerian
Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Penyusunan perencanaan program tersebut juga dilaksanakan secara
berkesinambungan. Pada tahun 2019 ini, Subdit Program dan Evaluasi harus
menyusun rencana pelaksanaan anggaran di tahun berjalan dan menyusun
perencanaan program di tahun mendatang. Untuk mendukung hal tersebut,
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maka diperlukan data dan informasi yang tepat dan akurat agar program
yang disusun dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Untuk itu, maka dalam output layanan dukungan manajemen ini juga
ditunjang oleh kegiatan pengelolaan data dan informasi yang ditujukan untuk
mendukung proses penyusunan program. Berdasarkan hal tersebut maka
dibutuhkan beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut. Berikut ini
adalah Sub OutPut dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mendukung output
Layanan Manajemen Program.

a. Sub Output: Layanan Manajemen Program
Untuk mencapai Sub Output Layanan Manajemen Program diperlukan
beberapa tahapan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:
1. FGD Pembahasan RKA Direktorat Pembinaan SD T.A 2020;
2. FGD Pembahasan RKA Direktorat Pembinaan SD T.A 2019;
3. FGD Kerjasama Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan (TP4D);
Penyusunan Renstra Direktorat Pembinaan SD;
FGD Penyusunan Program Pembinaan SD;
Sinkronisasai dan Penguatan Dapodik SD;
Penataan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Informasi;
Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah.

XN

b. Sub Output: Layanan Manajemen Evaluasi
Keberhasilan suatu program akan sangat bergantung dari kualitas
perencanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu untuk memenuhi target
tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan,
kegiatan monitoring dan evaluasi program perlu dilaksanakan.

Ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini meliputi
program-program yang dilakukan di tingkat pusat (Direktorat
Pembinaan SD); di tingkat Kabupaten/Kota (Dinas pendidikan) sebagai
pelaksana teknis dana alokasi khusus (DAK) dam sekolah. Proses
monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan anggaran
maupun program yang terkait dengan Direktorat Pembinaan SD.

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran ditujukan untuk
mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola yang efektif serta efisien.
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan
setiap bulan. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan untuk
melihat perkembangan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat
Pembinaan SD. Selain itu, melalui proses monitoring diharapkan seluruh
kendala maupun hambatan dalam proses pelaksanaan anggaran dapat
diselesaikan sehingga setiap program dapat terlaksana dengan baik.
Sedangkan evaluasi program, dilaksanakan untuk melihat hasil yang
dicapai oleh setiap program.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program difokuskan pada
program-program prioritas pembangunan SD, seperti: BOS, PIP, Bantuan
pemerintah Sarana dan Prasarana, dan implementasi pembelajaran, dan
dana alokasi khusus (DAK). Melalui proses tersebut, diharapkan dapat
teridentifikasi capaian program-program tersebut.
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Melalui monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat terangkum
seluruh proses pelaksanaan program dan anggaran. Selain itu, seluruh
kendala ataupun hambatan yang diperoleh dalam proses monitoring dan
ketercapaian program yang diperoleh dari hasil evaluasi, diharapkan
dapat terjaring berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan kebijakan dan program kedepan.

Untuk mencapai Sub Output Layanan Manajemen Evaluasi diperlukan
beberapa tahapan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

1. Pembahasan Panduan dan Instrumen Monev Program Dit PSD

2. Monitoring dan Evaluasi Program Dit PSD

3. FGD Penyusunan Pedoman penanaman Wawasan
Kebangsaan/Deradikalisme

4. FGD Penyusunan Naskah/Skenario Wawasan
Kebangsaan/Deradikalisme

5. FGD Penyusunan Grand Design dan Road Map Pembinaan Sekolah
Dasar

6. FGD Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan Direktorat Pembinaan SD

7. FGD Penyusunan Laporan Triwulan Direktorat Pembinaan SD

8. Penyusunan Modul Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak

9. FGD Review Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemmerintah

10. Penyusunan Naskah Penyiapan SD Berkarakter di daerah 3T

11. Penyusunan Kerangka Majalah Program Direktorat Pembinaan SD

12. FGD Kerjasama Program Pembinaan Sekolah Dasar

13. Supervisi SD Cerdas Berkarakter 3T

14. FGD Penyusunan Modul Ketahanan Pangan di Sekolah Dasar Tahun
2019;

15. FGD Review Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun
2019;

16. FGD Review Petunjuk Pelaksanaan BOS SD Tahun 2019;

17. Pengadaan Bahan Sosialisasi BOS

18. Sosialisasi DAK Bidang Pendidikan

19. FGD Pembahasan DAK Bidang Pendidikan

20. Bimbingan Teknis Perencanaan Program Pembinaan Sekolah Dasar

2. Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan (2003.020)
Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan yang bermutu”. Pendidikan yang bermutu dapat
dicapai antara lain melalui penyediaan sarana pendidikan yang memadai
seperti tersedianya sarana TIK untuk proses pembelajaran.

Era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi Informasi dan
komunikasi (TIK) mengharuskan pendidikan untuk dapat menyesuaikan
kompetensi lulusannya dengan tuntutan tersebut. Untuk meningkatkan
daya saing lulusan SD, maka metode pembelajaran berbasis TIK dapat
dilaksanakan oleh seluruh SD. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka
diperlukan sarana pendidikan berupa peralatan TIK yang cukup untuk
mendukung proses pembelajaran di sekolah.
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Terdapat banyak manfaat sarana TIK bagi satuan pendidikan terutama
pendidikan sekolah dasar, yaitu: (1) sebagai sarana peningkatan
kompetensi guru; (2) Alat Pembelajaran; (3) Sumber informasi; dan (4) Alat
bantu pekerjaan administrasi sekolah.

Sarana peningkatan Kompetensi Guru. Seiring perkembangan zaman
yang semakin maju dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki
keahlian/kompetensi yang bisa mengikuti perkembangan zaman salah
satunya adalah pendidik yang memahami masalah Tekhnologi Informasi
dan Komunikasi. Kompetensi guru yang baik akan berdampak baik dalam
kegiatan KBM, misalnya dengan mengunakan Media Pembelajaran yang
berbasis TIK seperti mengajar dengan LCD Proyektor sehingga dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran serta meningkatkan
prestasi siswa

Alat/Media Pembelajaran (literacy). Pemanfaatan TIK sebagai media
pembelajaran merupakan hal penting disaat ini dalam rangka memudahkan
para guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran
yang Dberbasis TIK dapat menghasilkan keadaan kelas lebih
menarik/menyenangkan para peserta didik dan dapat memotivasi para
peserta didik agar lebih giat belajar dan dapat lebih mudah untuk menyerap
pelajaran yang diajarkan. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu
untuk pembelajaran (literacy). dalam hal ini teknologi dimaknai sebagai
bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah
kompetensi dengan bantuan komputer. Komputer telah diprogram
sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan
menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi.
Posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai
fasilitator, motivator, transmiter, dan evaluator.

Sebagai sumber informasi/ilmu pengetahuan (science). Dalam
pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum yang berlaku terdapat mata
pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasi siswa.
Pemanfaatan mesin pencari di Internet, membantu pengguna Internet
menemukan informasi yang diperlukan. Mesin pencari memungkinkan
pengguna meminta content media dengan kriteria yang spesifik (berisi kata
atau frase yang ditentukan) dan pengguna akan memperoleh daftar file
yang memenuhi kriteria tersebut.

Sebagai alat bantu (tools) dalam pekerjaan administrasi sekolah.
Teknologi berfungsi sebagai alat (tools), dalam hal ini TIK digunakan untuk
membuat database, membuat program administratif siswa, guru dan staf,
data kepegawaian, keuangan dan sebagainya.

Sehubungan dengan pentingnya sarana TIK bagi sekolah, pada tahun
anggaran 2019, pemerintah memprogramkan pemberian bantuan sarana
pembelajaran berbasis TIK SD dengan tujuan untuk: (1) meningkatkan
mutu layanan pendidikan di SD; (2) menyediakan peralatan pendidikan
berbasis TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD; (3)

Program Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2019



melengkapi peralatan pendidikan TIK untuk mendukung pelaksanaan
pembelajaran di SD.

Keluaran sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan kegiatannya
berupa pemberian bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK kepada
Sekolah Dasar. Terdapat 2 (dua) jenis sekolah yang dijadikan sasaran
pemberian bantuan ini, yaitu : (1) SD Reguler; dan (2) SD Rujukan. Sasaran
SD reguler sebanyak 2.819 sekolah dan sasaran SD rujukan sebanyak 24
sekolah.

Rincian jenis sarana pembelajaran berbasis TIK yang diberikan kepada SD
reguler mencakup: laptop beserta perangkat lunak, proyektor, printer
multifungsi, modem router Wifi, dan speaker aktif.

Sedangkan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diberikan kepada SD
rujukan mencakup: laptop beserta perangkat lunak, komputer server, layar
monitor proyektor, printer multifungsi, modem router Wifi, dan speaker
aktif, pendukung jaringan, dan UPS.

Untuk mendukung pencapaian keluaran (output), dirancang komponen-
komponen keluaran sekolah yang menerima peralatan pendidikan sebagai
berikut:

Review Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK;
Verifikasi Calon Penerima Bantuan;

Bimtek Pemanfaatan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK
Penyaluran Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK

oo

Seluruh kegiatan per output pada Subdit Program dan Evaluasi dibuat
dalam rencana tindak (action plan) tahun 2019, pada Lampiran .

B. PROGRAM DAN ANGGARAN SUBDIT KURIKULUM

Subdit Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, di bidang
kurikulum sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas, Subdit Kurikulum
menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum sekolah dasar; 2) penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada
sekolah dasar; 3) penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di
bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar; 4) pemberian bimbingan
teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar;
dan 5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan penilaian
pada sekolah dasar. Pelaksanaan tugas tersebut mendapat dukungan alokasi
anggaran sebesar Rp.71.640.722.000-.

Sesuai mekanisme penganggaran bahwa output kegiatan telah ditetapkan melalui

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk
Subdirektorat Kurikulum Direktorat Pembinaan SD sebagai berikut:
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KODE JUMLAH
OUTPUT KEGIATAN SASARAN ANGGARAN (RP.)
2003.013 | Sekolahyangmendapatkan | 4 o) 24.055.358.000
pembinaan
Sekolah yang menerapkan

2003.019 | kurikulum dan model 2.040 SD 47.585.364.000
pembelajaran yang berlaku

TOTAL ANGGARAN 71.640.722.000

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sekolah yang mendapatkan pembinaan (2003.013)
a. Latar Belakang

Dalam sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa penyelenggaraan
pendidikan bermutu harus memenuhi standar nasional pendidikan
(SNP) yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar
proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar
pembiayaan. SNP sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 19 Tahun
2005 jo PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015 bertujuan
untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan satuan
pendidikan di Indonesia harus memenuhi delapan SNP. Sekolah yang
memenuhi delapan SNP ditandai dengan nilai akreditasi A. Pada
kenyataannya, belum semua satuan pendidikan memenuhi standar
nasional pendidikan, sehingga diperlukan suatu upaya untuk menjamin
agar setiap satuan pendidikan di Indonesia dapat memenuhi delapan
SNP, baik melalui pembinaan maupun pemodelan dalam rangka
penjaminan pendidikan yang bermutu.

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan
manajemen penyelenggaraan pendidikan adalah menentukan patok-
duga (bench-mark). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menggulirkan suatu gagasan baru untuk menyempurnakan program-
program sebelumnya yang diberi nama “Pengembangan Sekolah Dasar
Rujukan”. Gagasan baru tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa
upaya pemerataan dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada
satuan pendidikan memerlukan adanya sekolah yang berfungsi sebagai
rujukan, patok duga (benchmark), contoh, dan model bagi sekolah-
sekolah lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan
yang bermutu. Pengembangan sekolah dasar (SD) rujukan diproyeksikan
satu sekolah dasar di setiap kabupaten/kota. Keberadaan SD Rujukan
diharapkan menjadi pemicu peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar
di Indonesia. Selain sebagai rujukan dan contoh bagi sekolah lain, sekolah
dasar rujukan juga diharapkan dapat mendiseminasikan praktik-praktik
dan hasil yang baik ke sekolah lain di kabupaten/kota.
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Sebagai patok duga penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Sekolah
Dasar Rujukan dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja dan contoh
yang baik dalam memenuhi delapan SNP. Sekolah Dasar Rujukan harus
dapat menerapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
diamanatkan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup
demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan
bangsa. Oleh karena itu, pengembangan sekolah dasar rujukan harus
diikuti dengan program pembinaan yang berkelanjutan oleh semua pihak
yang terkait.

Program pembinaan sekolah dasar rujukan dalam jangka panjang harus
mencakup pemenuhan delapan SNP secara menyeluruh, baik dari aspek
sarana prasarana, manajerial, pembelajaran, penilaian, maupun
ketenagaan. Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pendidikan
dasar harus menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan di SD
Rujukan memenuhi semua kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sekolah yang ditetapkan sebagai SD Rujukan harus berbenah diri dan
selalu berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas layanan pendidikan
melalui proses pembelajaran yang bermutu. Sementara di tingkat
nasional, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan
Sekolah Dasar perlu mengembangkan program pembinaan SD Rujukan
melalui penyusunan norma, standar, dan Kkriteria penyelenggaraan SD
Rujukan, serta melakukan fasilitasi, bimbingan teknis, dan evaluasi.
Dalam tataran praksis, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),
sebagai bagian dari Kementerian tingkat Pusat, melaksanakan
pembinaan dan penguatan kepada seluruh sekolah dasar rujukan secara
individu.

b. Bantuan Pemerintah

Tujuan umum program pemberian bantuan Pemerintah untuk Sekolah

Dasar Rujukan adalah untuk mendukung program Sekolah Dasar

Rujukan sebagai sentra pembinaan dan rujukan bagi sekolah lain dalam

rangka peningkatan mutu pendidikan.

Tujuan khusus program pemberian bantuan ini adalah:

1. Mendukung SD Rujukan dalam menerapkan literasi, Penguatan
Pendidikan Karakter dalam pembelajaran;

2. Mendukung SD Rujukan untuk melaksanakan perannya, yaitu
mendiseminasikan pengalaman dan hasil-hasil kinerja Terbaik serta
inovasi yang telah dikembangkannya ke sekolah lain di
Kabupaten/Kota.

c. Sasaran Program Bantuan Pemerintah
1. Sasaran lokasi bantuan pemerintah sekolah yang dibina menjadi
Sekolah Rujukan tahun 2019 sebanyak 1784 sekolah dasar yang
terdiri dari 514 Sekolah Dasar Rujukan Negeri, dan 46 Sekolah Dasar
Rujukan Swasta, dan 1.224 sekolah dasar lainnya.

Program Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2019



2. Pada tahun 2019 ini, alokasi anggaran untuk bantuan pemerintah
sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 20.700.000.000.

d. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari program-program pembinaan sekolah dasar di
bidang kurikulum adalah semua pemangku kepentingan yang berkaitan
dengan pembinaan sekolah dasar, termasuk:
1. Siswa Sekolah Dasar

Satuan Pendidikan/Sekolah Dasar

Pemangku Kepentingan Pendidikan Sekolah Dasar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

N W

e. Strategi Pencapaian Output SD yang Mendapatkan Pembinaan
Strategi pencapaian output Sekolah Dasar yang Mendapat Pembinaan
dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Rujukan dan
Pembinaan Penilaian Kelas.

1. Pembinaan Sekolah Dasar Rujukan

a) Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilakukan dengan menyusun bahan persiapan,
seperti modul, panduan, dan instrumen yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam mencapai sasaran program.
Adapun kegiatan tahapan persiapan sebagai berikut:
(1) Panduan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah;
(2) Modul Pengimbasan/bimtek praktik baik dlm pembelajaran;
(3) Modul Pengimbasan/ bimtek praktik baik dlm penilaian
(4) Modul Pengimbasan/ bimtek praktik baik dlm pengelolaan

sekolah.

(5) Panduan Evaluasi SDR;
(6) Instrumen Evaluasi SDR;
(7) Panduan Identifikasi SDR menurut Zona.

b) Tahap Pelaksanaan
(1) Bimtek Peningkayan Mutu Sekolah Dasar Rujukan Negeri
(2) Bimtek Peningkayan Mutu Sekolah Dasar Rujukan Swasta
(3) Bimtek Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) untuk

SD
2. Pembinaan Penilaian Kelas

a) Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilakukan dengan menyusun bahan persiapan,
seperti modul, panduan, dan instrumen yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam mencapai sasaran program.
Adapun kegiatan tahapan persiapan sebagai berikut:
(1) Panduan penilaian di tingkat SD;
(2) Panduan penggunaan e raport;
(3) Panduan penggunaan e ijazah;
(4) Panduan Pelaksanaan Ujicoba e raport;
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(5) Panduan Penggunaan Aplikasi Penilaian kelas;
(6) Review Panduan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Soal
USBN SD
(7) Uji Coba Aplikasi Penilaian Kelas di Tingkat SD
b) Tahap Pelaksanaan
(1) Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Kelas di Sekolah Dasar
(2) Bimbingan Teknis Penyusunan Soal USBN SD

2. Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang

Berlaku (2003.019)

a. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2012-
2019 mengamanatkan perlu adanya penataan kembali kurikulum yang
diterapkan saat ini berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan
oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). Atas dasar itu,
Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2013-2015
mencanangkan dan memberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas
yang merupakan hasil dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Hal
ini dipertegas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa
Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan indonesia yang
produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan,
dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan Kurikulum 2013
diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada
kurikulum sebelumnya.

Mulai tahun 2015 pemerintah secara bertahap telah memperbaiki
dokumen kurikulum, dan diharapkan dokumen kurikulum tersebut
dapat menjadi acuan implementasi kurikulum 2013 lebih terarah dan
fokus. Pada tahun 2018 sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan seharusnya seluruh sekolah dasar di Indonesia sudah
melaksanakan Kurikulum 2013 meski belum di semua jenjang kelas.
Untuk menjamin pencapaian tersebut pada tahun 2018 sasaran sekolah
yang akan mengikuti pelatihan dan pendampingan secara data
mencangkup semua sekolah yang tercatat belum melaksanakan
Kurikulum 2013.

Dengan kondisi tersebut pada tahun 2019 program yang terkait dengan
kurikulum 2013 akan berfokus pada penguatan dan pendampingan
sekolah pelaksana kurikulum 2013. Penguatan dan pendampingan yang
diberikan meliputi penguatan pada pemahaman sekolah pelaksana
kurikulum 2013 terhadap kebijakan terbaru pelaksanaan kurikulum
2013, panduan-panduan teknis dalam kurikulum 2013, subtansi materi
dan hal-hal yang terkait dengan inovasi pembelajaran baik dari segi
metode, strategi, media dan atau alat peraga pembelajaran. Penguatan
juga diberikan untuk menjawab salah satu permasalahan dalam
pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu tingginya angka mengulang kelas di
kelas awal. Untuk merespon permasalahan tersebut pada tahun 2019
akan dilaksanakan penjaringan kesiapan belajar siswa kelas awal SD
untuk mengidentifikasi penyebab tingginya angka mengulang kelas di SD
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kelas awal, hasil penjaringan informasi kesiapan belajar tersebut dapat
dijadikan dasar atau rujukan untuk menentukan program-program ke
depan dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan kurikulum 2013 di
tingkat SD khususnya mutu pembelajaran di kelas awal SD. Selain untuk
menjawab permasalahan pembelajaran di kelas awal, penguatan
pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun 2019 juga difokuskan untuk
merespon tuntutan dunia yaitu dampak dari revolusi industri 4.0.
Merespon perkembangan ini diperlukan perubahan besar dalam proses
pembelajaran agar mampu menghasilkan SDM yang memiliki
kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Tujuan

Tujuan Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Dan Model Pembelajaran

Yang Berlaku adalah:

1) Memperkuat pelaksanaan kurikulum dengan memberikan intervensi
terhadap permasalahan kesiapan belajar dan mengulang kelas,
pembelajaran bagi siswa terdampak bencana, pembelajaran
membaca dan menulis di kelas rendah.

2) Penguatan kapasitas teknis pelaksana Kurikulum, penyediaan bahan-
bahan pengayaan untuk memperkuat kapasitas guru dalam
melaksanakan pembelajaran yang meliputi: materi-materi esensial
serta inovasi-inovasi pembelajaran seperti video, bahan ajar,
infografis, buku dIL

Sasaran Program
Untuk melaksanakan program ini adalah 2040 SD, telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 47.585.364.000

Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari program-program pembinaan sekolah dasar di
bidang kurikulum adalah semua pemangku kepentingan yang berkaitan
dengan pembinaan sekolah dasar, termasuk:

1) Siswa Sekolah Dasar

2) Lembaga/Satuan Pendidikan/Sekolah Dasar

3) Orangtua Siswa Sekolah Dasar

4) Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dasar

5) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

6) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

7) Pemangku Kepentingan Pendidikan Sekolah Dasar.

Metode dan Tahap Pencapaian Keluaran Metode pelaksanaan

program pembinaan kurikulum di sekolah dasar terdiri atas:

1) Penyusunan bahan penjaringan informasi kesiapan belajar siswa
kelas awal SD kegiatan ini bertujuan untuk menyusun panduan dan
instrumen yang meliputi:

(a) Instrumen penjaringan informasi kesiapan belajar siswa SD
kelas awal

(b) Instrumen penguasaan kompetensi guru SD kelas awal

(c) Instrumen dukungan ekosistem sekolah untuk pembelajaran di
SD kelas awal
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2)

3)

4)

5)

6)

(d) Panduan pelaksanaan penjaringan informasi kesiapan belajar
siswa SD kelas awal

(e) Panduan analisis kesiapan belajar siswa SD kelas awal

Penyusunan bahan pembelajaran berbasis komik. Kegiatan ini

bertujuan untuk untuk menyusun bahan pembelajaran berbasis

komik, meliputi:

(a) Komik pembelajaran SD kelas 4

(b) Komik pembelajaran SD kelas 5

(c) Komik pembelajaran SD kelas 6

(d) Panduan guru : Pemanfaatan komik pembelajaran SD kelas 4

(e) Panduan guru : Pemanfaatan komik pembelajaran SD kelas 5

(f) Panduan guru : Pemanfaatan komik pembelajaran SD kelas 6

Penyusunan bahan pembinaan kurikulum berbasis online, meliputi:

(a) Bahan pembinaan konsep kurikulum 2013.

(b) Bahan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah.

(c) Bahan pembinaan mata pelajaran Matematika.

(d) Bahan pembinaan mata pelajaran Bahasa Indonesia.

(e) Bahan pembinaan mata pelajaran IPA.

(f) Bahan pembinaan PPK.

(g) Bahan pembinaan GLS.

(h) Panduan pelaksanaan pembinaan kurikulum berbasis online.

Review silabus kurikulum 2013 tingkat SD, meliputi:

(a) Hasil review silabus K 2013 kelas 1

(b) Hasil review silabus K 2013 kelas 2

(c) Hasil review silabus K 2013 kelas 3

(d) Hasil review silabus K 2013 kelas 4

(e) Hasil review silabus K 2013 kelas 5

(f) Hasil review silabus K 2013 kelas 6

Penyusunan silabus Kurikulum 2013 tingkat SD, meliputi:

(a) silabus K 2013 kelas 1

(b) silabus K 2013 kelas 2

(c) silabus K 2013 kelas 3

(d) silabus K 2013 kelas 4

(e) silabus K 2013 kelas 5

(f) silabus K 2013 kelas 6

Analisis data hasil penjaringan informasi kesiapan belajar siswa SD

kelas awal, meliputi:

(a) Hasil analisis dan gambaran kesiapan belajar siswa SD kelas
awal

(b) Hasil analisis gambaran penguasaan kompetensi guru SD kelas
awal

(c) Hasil analisis dan gambaran dukungan ekosistem sekolah untuk
pembelajaran di SD kelas awal

(d) Rumusan rekomendasi untuk peningkatan kesiapan belajar
siswa kelas awal SD

(e) Rumusan rekomendasi untuk penguatan kompetensi guru SD
kelas awal
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(f) Rumusan rekomendasi untuk peningkatan dukungan ekosistem
sekolah untuk pembelajaran di SD kelas awal.
7) Pengembangan modul pembelajaran mandiri untuk siswa SD,
meliputi:
(a) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 1
(b) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 2
(c) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 3
(d) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 4
(e) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 5
(f) Modul pembelajaran mandiri siswa Kelas 6
8) Penyusunan panduan penyusunan soal berbasis High Order Thinking
Skills (HOTS), meliputi:
(a) Panduan Penyusunan Soal Berbasis HOTS Sekolah Dasar Mata
Pelajaran Bahasa Indonesia
(b) Panduan Penyusunan Soal Berbasis HOTS Sekolah Dasar Mata
Pelajaran Matematika
(c) Panduan Penyusunan Soal Berbasis HOTS Sekolah Dasar Mata
Pelajaran [lmu Pengetahuan Alam
9) Uji coba instrumen penjaringan informasi kesiapan belajar, meliputi:
(a) hasil ujicoba Instrumen penjaringan informasi kesiapan belajar
siswa SD kelas awal
(b) hasil ujicoba Instrumen penguasaan kompetensi guru SD kelas
awal
(c) hasil ujicoba Instrumen dukungan ekosistem sekolah untuk
pembelajaran di SD kelas awal
(d) hasil ujicoba Panduan pelaksanaan penjaringan informasi
kesiapan belajar siswa SD kelas awal
(e) hasil ujicoba Panduan analisis kesiapan belajar siswa SD kelas
awal
10) Workhsop PPK dan Literasi di tingkat SD, meliputi:
(a) Panduan Pelaksanaan PPK melalui Intrakurikuler di Sekolah
Dasar
(b) Panduan Pelaksanaan PPK melalui Kokurikuler di Sekolah Dasar
(c) Panduan Pelaksanaan PPK melalui Ekstrakurikuler di Sekolah
Dasar
(d) Panduan Pelaksanaan Literasi di Sekolah Dasar
11) Pembinaan kurikulum berbasis online. Tujuan dari pelaksanaan
pembinaan kurikulum berbasis online ini adalah untuk memperkuat
dan memperluas jangkauan pembinaan pelaksanaan Kurikulum
2013, meliputi:
(a) Pembinaan konsep kurikulum 2013
(b) Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah
(c) Pembinaan mata pelajaran Matematika
(d) Pembinaan mata pelajaran Bahasa Indonesia
(e) Pembinaan mata pelajaran IPA
(f) Pembinaan PPK
(g) Pembinaan GLS
12) Penjaringan kesiapan belajar siswa SD kelas awal, meliputi:
(a) Data dan informasi tentang kesiapan belajar siswa SD kelas awal
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(b) Data dan informasi tentang penguasaan kompetensi guru SD
kelas awal

(c) Data dan informasi tentang dukungan ekosistem sekolah untuk
pembelajaran di SD kelas awal

13) Bantuan Pemerintah Untuk Sekolah Yang Mendapat Pembinaan

Kurikulum 2013 di Zonasi SD

Kegiatan ini bertujuan untuk:

(a) Mendukung SD terpilih di zonasi SD dalam pelaksanaan
Kurikulum 2013, MBS, PPK dan Literasi beserta seluruh
aspeknya termasuk lingkungan, sarana prasarana, dsb,;
pembelajaran dan penilaian; pengelolaan peran serta
masyarakat; serta penjaminan mutu pendidikan.

(b) Mendukung SD terpilih di zonasi SD untuk melaksanakan
perannya, yaitu mendiseminasikan dan pengalaman dan hasil-
hasil kinerja terbaik dalam pelaksanaa